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Tambahan Lemtraran Prop. Djawa-fengah tg. 18 Djuni 195? Seri C nr 33.

. No,':21fDpr/55.

DEIVAN FERWAKIL^A,N RAKJAT DAERAH

menet;pkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERdTURAN-DAERAH Kabupaten Pati tentang memadjukan
ketertiban, kerapian dan kebersihan

, dalam Kabupaten Pati.

Pasal 1.

l'1.- (l) Pemilik-pemitik mutlak bangunan-bangunan dan hala-
man-halaman diwadjibkan :

a. mengusahakan supaja bangunan-bangunan dan halaman-

1:l?T"" mereka selalu dipelihara dalam kea'daan baik dan
rapr ;

b. mengusahakan'supaja halaman-halaman mereka terpisah
dari djalan umum dan halaman-halaman lain jang ber-
batasan olgh pagar kisi-kisi, pagar tembok atau pagar hi-
dup jang baik, setinggi berturut-turut satu setengah meter
apabila halaman-halaman mereka itu berbatasan dengan
djalan umum, dan tidak melebihi dua meter, apabila ber-
batasan dengan halaman-halarnan lain ; untuk kepenti-
ngan-kepteningan jang ditentukan oleh Dewan Pemerintah
Daerah, bagi halaman-halaman jang berbatasan dengan
djalan umum, tinggi pagar harus satu meter ;

c. r:rengusahakan supaja sumur-sumur jang ada dihalaman-
halaman mereka diberi pagar keliling jang baik setinggi
sekurang-kurangnja satu meter dari tanah.
(2) Dewan Pemerintah Daerah dapat memberi pengetju-

Ylian-pengetjualian. atas kewadjiban termaksud dalam ajat di-
muka sub'b, djika halaman-halaman terpisah dari djalan umum
oleh sungai atriu saluran air atau djika keadaan memaksa.

Pasal 2.

Pemakai-pemakai bangunan-bangunan dan halaman-hala-
man dan apabila mereka tidak ada maka pemilik-pemilik mut-
lak diwadjibkan : -

memelih+{A- bangunan-bangunan dan halarnan dalam ke'
adaan bqLE dan rapi;"-*ff'
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memelihara dalary ke4daan rap! dan setiap kali menurut
perintah b-ewan Femerintah Daerah dalam waktu jang
hitentukan oleh Dewan tersebut' menurap' melabur, me-
ngetir atau mengetjat pagar kit-kisi, pagar darr ternbok"
tembot dan memstong pagar hidup jang sama sampal se-

tinggi jang ditentukan daiam pasal 1 sub b ;'
memelihara dalam keadaan baik kolam-kolam ikan, selo-
kan-selokan, got.got, riol-riol, kakus-kakus dan Fumuf-
sumur jang ada dihalaman dan lapangan-lapangan ferma-
suk bilin.gan halaman itu.

Pasal 3.

(1) Pemakai-pemakai bangunan-bangunan da!.- halaman-
halaman jang terGtak ditepi djalan-djalan besar dikota Pz

Djuwana,-Talliu dan te'rn1nf-tempat lain j.ang dipandang pen'o

olih Dewan 
-Pemerintali Daerah, diwadjibkan tiap'tiap hari

membuang semlra kotoran jalg 1da didalarn bart-gunan-bangun-
an atau dilhalaman-halaman itu, ketjuali rabuk, kotoran orang'
runtuh-runtuhan (bohgkaran-bongkaran), tanah atau sampah
perusahaan.dalam bak-bak kotoran jan_g disediakan oleh'dinas
iu*ru*in*la didjalan uta,_rna, untuk disingkirkar.r oleh dinAs
pernhersihan.

(2) Pemakai-pemakai bangunan-bangunan dan halaman-
halarnan jane terGtak ditepi djalan-djalan lain dari pada dja:
fan.djalan teimaksud dalam ajat dirnuka dikota Pa"ti, Djqwana
.aan iaju.diwadjibkan menjingkirkan kotoran jang ada didalarn
haaegunan-baneUnrr t n -fralimaA-halaman 'itu keb"ak*ba'k ko-
t"tin t"rmatisrla .da,lam ajat dimuka a'tau 'mengumpu{"kan ko-
toran itu clalain lobaiig-loloang dan mgrrrbakarnja setiap hari
antara pukul 13 dan 16. Lobang-lo'bang'ltu h-arus $S-uti sedjauh
nru4g,l<{A 'dffii dia'lan rtrriiirrrn 'rxr€x*ur*lt keadaan halal4ap dpn
bangunan.

(3) Pemakai-pemakai bangunan-bangunan dan "halaman-

tiiffb,iirdn dliwatljfbkah,rn€ngum,pulkd,n atau rnenjrlruh rn€.ngu
pqikbn &an meniediglean kotorrrn'asal ilar:i peaeoto,ngan lpohdtr-
t:o*ron 'ifan ser;ibk-sbmak daqlarn 'bak+ak kotgran -asal ,dari
pembtongan pdtronryohon dan sornak-s€ntak .dalern leak+b*k
kotoran termaksud dalam ajat (1) ataupun mengumpulkan dan
membakar kotoran itu dalarn :Iobang-lobang termaksud dalarrl'
sdat.(D.

iPas*,l 4.

. Dilarang didalam batas-batas
tlalam'pasar'3 ajat f1'): ' :

tempat-tempat tersebut

?rilr:
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membuat atau mempunjai kakus-kakus jang tidak diberi
tutup penahan bau dan.dari mana dialirkan kotoran orang,
kentjing dan air kakus, lain dari pada dalam sumur-sumur
endapan atau septictank-septictank.
Dewan Pemerintah Daerah berhak memberi keionggaran
dari larangan ini;
menguras sumur-sumur kotoran, sumur-sumur endapan
dan septictank-septictank selain pada waktu antara pukul
2L dan 5.
Kotoran-kotoran orang sebelum diangkut harus sedapat
mungkin dihilangkan baunja dan disingkirkan ke-tempat-
tempat jang ditundjnk oleh Dewan Pemerintah Daerah;

membuang kotoran atau sampah diatas atau disepandjang
djalan umum atau hiliran-hiliran air, saluran-saluran,
selokan-selokan, riol-riol dan got-got dengan tjara lain
dari pada jang diwadjibkan dalam pasal 3;

membuat galian-galian sedemikian rupa, sehingga didalam-
nja dapat berkumpul air, membuat lobang-Iobang, sumur-
sumur, lopak-lopak dan kolam-kolam ikan tidak dengan
izin Dewan Pemerintah Daerah.
Lobang-lobang termaksud dalam pasal 3 ajat (2) tidak
termasuk larangan ini;

e. menggunakan djalan-djalan dan tanggul-tanggul serta tepi-
tepinja, lapangan-lapangan, pasar-pasar umum dan bangu-
nan-bangunan umum sebagai tempat kediaman atau tempat
bermalam.

Pasal 5.

Dilarang mendjual, mendjadjakan, menawarkan atau men-
dasarkan untuk didjual barang-barang makanan, sedap-sedap-
an, minuman-minuman atau buah-buahan jang pendjualannja,
pendjadjaannja, penawarannja atau pendasarannja uhtuk di-
djual dalam waktu-waktu ada penjakit atau wabah dilarang* 
oleh Dewan Pemerintah Daerah"

Pasal 6.

Dewan Pemerintah Daerah berhak untuk kepentingan ke-
sehatan umum memerintahkan kepada pemilik-pemiiik mutlak
atau pemakai-pemakai halaman=halaman dan lapangan-lapang-
an lain jang terletak ditempat-ternpat terrnaksud dalam pasal 3
ajat (1) untuk rnengeringkan atau menutup lobang-lobang dan
lopak-lopak jang ada dilapangan-lapangan itu dalam waktu
jang tertentu, menilrut petundjuk Dewan Pemerintah Daerah.
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Pasal 7.

Dewan Pemerintah Daerah berhak untuk kepentingan ke-
bersihan serta keindahan Kota, menguasai tanah-tanah jang
keadaannja terlantar, setelah diketahui dengan melalui peng-
umuman bahwa sipemilik mutlak tidak dikenal alarnatnja.

Pasal 8.

(1) Pengawasan atas pentaatan ketentuan-ketentuan pera-
turan-daerah ini dan pengusutan pelanggarannja diwadjibkan
djuga kepada Kepala Pekerfiaan Umum Kabupaten dan
pegawai-pegawainja sampai pendjabat mandor.

(2) Orang-orang termaksud dalam aiat (1) pas-al ini untuk
melaksanakrtt-apa jJng ditentukan dalam pasal 10 hanja boleh--
memasuki halamanlhalaman jang bersangkutan antara pukul 7
dan 17.

Pasal 9.

Barang siapa melanggar pasal 1 ajat,(1) pasal-2, pasal 3,

pasal 4 aai pasit 5 peralrlran]daerah ini dihukum dengan ku-
intg.n selainaJamris" a bulan atau denda setinggi-tingginja
Rp. 100,- (seratus mPiah)

Pasal 10.

Dewan Pemerintah Daerah berhak dengan biaja pelanggar
menjuruh menjingkirkan, mentjegah atau mengerdjakan segala
apa jang dikerdjakan, diselenggarakan atau dilalaikan berten-
tangan dengan peraturan-daerah ini atau dengan kewadjiban-
kewadjiban atau sjarat-sjarat jang diletakkan menurut pera-
turan-daerah ini.

Pasal 11.

(1) Peraturan-daerah ini jang dapat disebut ,,Peraturan
Kerapian Kabupaten Pati" mulai berlaku pada hari pertama
sesudah hari pengundangannja dalarn Lembaran Propinsi Dja-
wa-Tengah.

(2) Sedjak saat mulai berlaku peraturan-daerah ini tidak
berlaku lagi,,Netheids-verordening Regentschap Pati" tertang-
gal29 Mei 1934, diundangkan dalam Provinciaal Blad tertang-
gal 7 Agustus 1934 (Bij-voegsel serie C nr 7), sebagai telah
diubah dan ditambah terachir dengan verordening tertanlgal 2
Maret 1938, diundangkan dalam Provinciaal Blad tertanggal
26 April 1938 (Bijvoegsel serie C nr 3).



(3) Semua izin jang diberikan berdasar pasal 4 sub d ver-
o,rdening termaksud dalam ajat (2) pasal ini dan pada saat
mulai berlaku peraturan-daerah ini masih berkekuatan, di-
anggap sebagai diberikan berdasar pasal 4 sub d peraturan-
daerah ini.

Pati,' 14 September 1955.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Kabupaten Pati:

Ketua

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan pemerin-
tah Daerah Peralihan Propinsi Djawa-Tengah dengan surat-
keputusan tanggal 27 Mei igfZ tt""U gL/l'lIt.

Sekretaris,

R. SISWADIIJOJOSOERONO.

. Diundangkan dalam Lembaran propinsi Djawa-Tengah
tanggal 18 Djuni 1957 (Tambahan Seri C nr BB).

Kepala Daerah Kabupaten
Pati,

PALAL AL. PRANOTO S. SOEBAGIJO

*,


